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PERATURAN GUBERNUR. PROVINSI DAERAH KHUSUS

BUKOTA JAKARTA

NOMOR 90 TAHUN 2010
TENTANG

PENGELOLAAN ARSP INAKTIF

DENGAN ‘RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR PROVINSI DAERAM KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a

il

bahwa dengan dberlakukanmya Peraturan Daerah Nomeor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat [aersh Maeputusan Gubermur Nomor
71 Tahun 2004 tentang Pemubahan Afas Keputusan Gubernur Nomor
529 Tahun 1997 fentang Progedur Pemusnahan Arsip/Dokumen haklif
Pomerintah Daerah Khuss fbukota Jakarta sudah tidak sesud dengan
kondisi saat i, sehingga periu disempumakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dmaksud pada hunf a
dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 26 Pgraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kearsipan, periu
menetapkan Peraturan Gubemur tenteng Pangeiolaan Arsip Inakff;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kearsipan;

gndangl}rbdang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusshaan
aeraly

Lindang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

Undang-tndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

sebagdmana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nemor 12 Tahun. 2008;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemeriniahan Provinsi
Dasrah Khusus [bukota Jakarta sebaga bukota Negara Kesatuan
Republik Ihdonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;
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Peraturan Pemefintah Nomor 67 Tahun 1999 tentang Tate Corn
Perwarahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan;

Peratuwtan  Pemerintah Nomor 65 Tahur 2005 temang Pedoman
Penyusunan dan Penstapan Standar Pelayanan WManimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Unson Pemeorinkahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Dasrah Kabupaten/Kota;

Peraturan Presidan Nomer 40 Tahun 2008 tertang Tunjangan Jabatan
Fimgsional Arsiparis dan Pustakawan;

Paraiuran  Presiden Manor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan.
Pengundangan dan ‘Penyebariuasan Peraturan Perundang-undangan;

Kepuwisan Presiden ‘Nomor 105 Tahun 2004 fentang Pengelotaan Argip
Stalis;

Kepulusam Memteri  Pendayagunaan Apargur  Negara Nomor
KEPE3IMPAN/T2003 wntang Pedornan Limum Penyelenggaraan
Petayanan Cublik;

Keputusan  Mernter Pemayagunaan Aparatur Negam Nomar
KE25/NRAN2/2004 Indeks Kapuasan Masyarakat Unit
Petayanan MansPonwn ntah;

Keputusan Monted Pendayagunaan Aparalyr Negara Nomor
KEP/26/MPAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparanst -dan

Akurisbiitas dalam Pefyelenggarasn Pelayanan Publik;

Bersama Kepala Arsip Nasional Republik ndanesia dan
Kepaia Badan Kepegawdan Nepara ‘Nomor 3 Tahun 2002Nomor
15 Yatum 2002 tentang Petunjuk Pelsksanaan Jabatan Fungsions
Arsiparis dan Angka Kroditrya;

Peraluran Daerah Nomor 1 Tahun 2007 temtang Pengelolaan
Kearsiparn

Peraturan Daarah Nomor S Tahun 2007 tentang Pakuk-pahuk
Pengelolaan Keuangan Dasrah;

Peratwan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerat;

Peraturan Gubermr Nomor 18 Tahun 2005 ferang Petunjuk
Pelaksanaan Penyelenggarsan ‘Pefayanan ‘Pubfk di Linglumgan

Pemeii.ntah Provinst Daerah Kiwsus bukaots Jakarta;

Peraluran Gubermr Nomor 24 Tahun 2005 sentang Pedoman
Perdiosiran Arsip/Dokumen Daerah i Linghungan  Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Thukotla Jakania;

Perauran Gubernur Nomor 79 Tahun 2005 tentang Wajib Sarah Assip
Dokurmen Daerah;

Peraturan Gubemur Momot 74 Tahun 2008 tening Pembakuan

Prasarana dan Sarana Kearsipan




Menatapkan

24, Keputusan -Gubermur Nomor 1 Tahun 1976 tertang Pola Adminisiras
Kearspen dan Dolumentasi Pemerimtah Daersh Khusws  bukota
Jakarta;

25. Kepuiusan Gubemwl'-hmor-ﬁﬁTaun 1004 tentang Klasifikasi
Kearsban Pemedntah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarts;

26. Keputusan Gubemur Nomor 352 Tahun 2004 tenteng Kode Klasifikas:

dan Tata Cara Panyimpanan Assip Pemerintah Proplnai Daeran Khusus
Ibukota Jekarta;

27. Keputusan Gubemur Nomor 1379 Tatwn 2004 fentang Tata Cara
Penyusutan dan Daftar Jadwal Retensi Assip Pemarintah Propingi
Daersh Khusus bukota Jakarta,

MEMLUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN ARSP INAKTIF.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pacal 1
Oalam Perabran Gubemue nl yang dmaksud dengan:
1. Daevsh adatah Prownsl Daerah Khusus bukota Jakarta.
2 Pemerintah Provinal Daorah Khusus bukola yang sefanjutnya disebut
Pemanintah Provinsi Daerah Khusus thukota Jakarta adalah Gubemaur

besarla Perangkat Oaerah Provinsi Daerah Khusus jbukota Jakarta
sebagal unsur penyelenggarsan Pemedntah Provinsi Dacah Khusus
bukota Jakarta.

1 Guberrwr adalah Kepala Daserab Provinsi Daerzh Khusus bukota
Jekarla.

4. Sekretarls Daerah addah Sekretaris Daerah Provins! Daesrah Khusus
Bukota Jakariz.

5 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah vy selanjutnya dsingkat
dengan BPAD adalah Badan Wﬂg Arsip ﬂaa‘ah Provinel
Draerah Khusus bukota Jakarta.

8 Kepala BPAD adalah Kepda Badan Permpusiakaan dan Arsip ‘Daerah
Provingi Gaerah Khusus bukota Jokarta,

7. [Kota Adinistrasi dan Kabupaten Administrasi qu selanjutnya disebut
dongan Kota/Kabupalen Administrasi adalah Administrasi -dan
Kahupaten Adminstrasi di Provinsi Daerah Khusus lbuknta Jakarta.

& Kantor Perpustalaan dan Argip Kota Administrasi/iKabupaten Administras,

yang selanjutnya dlsm.a dengan KFAK adalah Kantor Perpustakaan
dan Arsp pada instrasiKahupaten Administrasi.

8. Satuan Kerja Perangkat sefanjutnya disingkat SKPD adalah
Sdatuan Kela Pe Dm g Lingkungan  Pamerimah  Provinsl
Dacrah Khusus lbu Jakarta.
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Arspans adalah Pegawai Pemeiittah Provinsi yang diengkat ke datam
Jabatan Fungsionad di Bidang Kearsipan berdasarkan persyaratan
tarterih.

Arsip adalah MNaskah-naskah yang dbwat dan dierdma olsh
peryelenggara kearsipan dalam beniuk corgk apapun baik daam

keadaan tunggad mMauwun berkelompok dalam rengka pelaksanaan
kegiatan Pemarintahan Daerab dan Masyarakat.

Pengelolaan Kearsipan adalan Rangkaian proses manajemen yang
berkesinambungan

dalam penyelenggaraan pengeldaan arsip sebagai
bukll pertanggungjawaban Pemedntahan Daerah dan mamon kolektif

bangsa, dimulal darf penciptaan pengolahan informasi  dan
penggunaan, pengaturan, penyimpanan, pelayanan, pemelharaan,
petiyusutan, pelestatan sampd dengan pembinaannya.

Arsip Dinamis adalah Arsip yang dipergunakan secara langsung dalam
perencanaan, palaksanaan, penyelenggaraan kefidupan lebangsaan
pada whuewiya atay dipergunakan  secara  langsung  dalam
penyelanggaraan Admiristrasi Negara yang terdin dari © Arsip Ak dan
Arep inakiif,

Arsip Altif adatdhy Arsip Dinamds yang secara langsung dan terus-

menerus  diperiukan dan  dpergunskan Ccalam penyelenggaraan
Administrasi.

Arsp inakiif adatah Arsip Dinamis yang frekuensi penggunaannya untuk
penyelenggaraan administrasi sudah rrmnm

Daftar Pertelzan Arsip adalah Daflar yang bensi rincian informasl

berkas ‘yang frsusun secaa kronologis dan digunakan untuk
kepentingan penyusutan Arsip,

Jadwal Retansi Arsip yeng selanutnya digingkat JRA adadah Daftar
vang ‘berisi lertang jangka wiklu peryimpanan Arsip yang
dipergunakan ssbagai pedaman pemyusutan Arsip.

asilikasi Arsip adatah Pengelompnkm informasi  Arsip  yang

didasarkan pada tugas pokok d2h fungsi organisasi yang disusun
secava lopis dan sistematis.

Pemindahar Amip adalah Mernindahkan Arsip Inakiif dari unit kerja/unit
pengolsh kepada Uni ‘Kearsipan/Mantor Arsip Daerah,

Pemusnshan Arsip adalah Kegiatan penghancuran ateu penghilangan
informasi Arsip yang tidak berguna sesual ketentuan yang berlaku.

Pelostanian Arsip addah Hesehwuhan proses dan kegatan dalam
rangka perindungan don penyelamatan uniuk kepentingan pemarfaatan
arsip pertanggungjawaban national dan mamari kolaktif bangsaa.

‘Perawatan Argip Inaklf adalah Wegiolan pencegahan don reslocasi

lchadap terjadinya kerusskan bak kondisi fisik maupun informasi yang
dikandung -daam Arsipinaktf.

Pencegahan adalah Usaha mencegsh dan menyelamatkan Arsip
terhadap faldor-faldor yang menimbulkan komplikasi




24. Penyimpanan Arsip haldif adalsh Proses dan Cara penempatan Arsip
Inaktif pada tempat khusus Penyimpanan Arsip Inaktif sesugi persyaratan
tempat dan {gfa cara teknis Penyimpanan Arsip.

25. Penyelamatan Arslp hakif addah Kegiatan Penyelamatan Arsip inaktif
krhadap kelengkapan dan keutuhan kondisi fislk serta Infonnil_.)feng
Brkandung dalam Arsip dengan caa membuat duplikat Arsip danfatau
mengalihbentukkan Arsip ke dadam bentuk media yang lain

26. Penggunaan Arsip adalah Pemaniaatan Arsip umuk kegiatan pemetintahan,
penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta panyebaran ‘informasi, dengan tetap memperhatikan keselamatan
dan keutuhan Arsip,

27, Restorasi adalah P embalian, penyempumaa dan pemulihan yang
mengandung infannear;?m keadaan Arsip,

28. Berkas -adalah Hmpunan Arsip vang sama masatahnya tetapi tidak

beraitan antara :satu dengan lainnya
29, Boks Arsip.adalsh Tempat panyimpanan Arsip dalam bentuk boks,

BAB !
SUMBER ARSP INAKTIF
Baglan Kesatu
Lingkup Provinsi
Pasal 2
Sumber Arsp inakdif Lingkup Provinsi, meiputi'
a Gubsmur;
b Sekretaris Daerah:
¢ Sekrefaris DPRD:
d Inspektorat;
1?. gaﬁan Perencanaan Pembangunan Daersh;
. Dinas;
g Lembaga Teknis Daemh;
h Kota Adninistrasi:
I Kabupaten Administrast
}  Unit Pelaksana Teknis UPT) Dinas;
k. Eemsah::-lan Daerah (FD), Badan Usaha Mitik Daersh (BUMD) dan
Operasi; .
l. Yayasan miik Pemerintah Daerah;
m. Badan Pengekola,
n instansi vertikal ¢i Daeraly dan

Q. Dewan-dan Organisasi Asosiasi Lingkup Provinsi

Pasal 3

(1} Sumber Arsip Inaktif pada Gubernur, Sekrelaris Daerah dan Asisten,
sebagai berikut:

Gubermur-dan Wakil Guberr;
Sekretaris Dagrah;
e o Carborgurn
an Farencanaan unzan Daearghy;
Asisten Pemerintahan;
Asisten Perekonomian dan Administrasi;
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidug dan
Asiston ‘Kesejahteraan Masyarakat.
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(@) Sumber Arsip Inaktif di Sekretariat Daersh sebagai berilt :

Biro Tata Pemerintahan;

Bro Hukum

Biro Organisasi dan Tatalaksana;

Bro Kepala Dasrah dan Kerjasama Luar MNegeri
Bro Perekonomian;

Biro Umum:

Biro Prasarana dan Sarana Kota;

Biro Tata ‘Ruang dan Lingkungan Hidup;

Biro Kesejahteraan Sostal: dan

Biro Pendidikan dan Mentd Spiritual,

(3)  Sumbeér Arsip haktif & Dinas, sebaga berikut :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinzs Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasarg
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan;
Dinas Perindustrian dan Energi;

Dinas Kelautan dan Pertanian;

Dhas Pariwisata gan Kebudayaar

Dings Perhubungan;

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Dinas Pekarjaan Umunr

Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;
Dinas Tata ‘Ruang;

Dinas ‘Pengawasan dan Penertiban Bangunan;
Dinas Pertamanan dan Pemakaman

Dinas Kebersihar

Dines Sosial;

Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatar

Dinas ‘Olahraga dan Pemudsa:

Dinas ‘Pelayanan Pgak; dan

Satuan ‘Polisi Famong Praja (Satpoi PP,

(4) Sumber Arsip Inaktf di Lembaga Teknis Provingi, sebagd berikut :

Badan Perencanaan Pambangunan Daerah;
Badan Penanaman Modal dan Promaosi
Badan Pengslola Lingkengan Hidupy
Badan Pemberdayaan Masvarakat dan Perempuan, dan Keluarga
E:rencma; 5

dan Pengelolaan Keuangan Daersh;
Badan Kepegawaian Daseah -
Badan Kesatuan Bangsa dan Politil;
Badan Pendidikan dan:Petatihan:
Badan Perpustakaan. dan Arsip Daeral;
RSUD:dan :
RSKD
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(5) Sumber Arsp haktif pada Sekretaris DPRD dan Sekrstariat DPRD,
sebagai betikyt:

Komisi A:

Komisi B

Komisi C;

Komisi It

Komisi E;.dan
Sekretariat DPRD.
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{6) Sumber Arsip haktf di'lUnk Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, antara 1aln:

UPT Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipit

UPT Dinas. Pemadam Kebakaran dan Penanggulangah Bencana;
UPT Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan
Perdagangam;

LUPT Dinas Perindustrian dan Energt

UPT Dinas Kelavtan dan Pertanian;

UPT Dinas Parwisata dan Kebudayzan,

UPT Dinas Perhubungan;

UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

UPT Dinas Pekerjaan Lmum;

UPT Dinas Perumahan dan Gedung Pemetintah Daerah.

UPT Dinas Pertamanan dan Pemakaman;

UPT Dinas (Kebersihanm,

UPT Dinas :Sosial:

UFT Dings Pendidikar,

UPT Dinas Kesehatan:

UPT Dinas Qlahraga dan Pemuda; dan

UPT Dinas ‘Pelayanan Pajak.
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(7} Sumber Arsip Inaktf & Badan Ussha Mitk Daerah (BUMD) dan
Koperasi, :mefiputi:

PDPaser Jayx

PD Pembangunan Sarana Jaya;
Bank DK

PT Jakarta Propertindo;

PD Ar Minum (PDAM);

PDPAL Jayx

PT Food Station Cipinang Jakarta;
PT Cemanl Toka,

PT Pulo Mag dan

Koperasi Milik Pemda
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(8) Sumber Arsipinsktif pada Yayasan mifik Pemerintah Daarah, meliputi :

Yayasan PuloMag laya;

Yayasan Puli Bahagia Bangsa;
Yayasan Putra Bahaga;

Yayasan Korpri;

Yayasan Sayang I

Yayasan Dian Rama Karys:
Yayasan Werda Marga Jaya
Yayasan Kesenian Jakarts
Yayasan Sanli Rama;

Yayasan Bea Sswa Jakarla;
Yayasan ‘Wisma Jaya Raya;
Yayasan Kremaorium Cilincing;
Yayasan Pekan Raya Jakants:
Yayasan Pendidikan Jayakarta: dan
o Yayasan Pondok Karva Pembangunan.
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(8) Sumber Arsp hakfif di Badan Pengelola, meliputi

a. ‘Badan Ami Zakat dan Shadaqoh Provinst DKl Jakarta; dan
b. Badan Narkotika Provinst (BNP).




(10) Sumber Arsip Inaktif di Instansi Vertikal di Daerah, meliputi:

& Kanwil Kementerian
b. Kanwil Kemanterian Hukum dan HAM; dan
¢ Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

(11) Sumber Arsip iInaktif pada Dewan, Organisasi/Asosiasi, Lingkup
Frovinsi, antara lain -

Dewan Pendidikan Daerah;

Pewan Trangportasi Daarah;

Dewan Riset Dasrah;

Dewan Pengupahan Daerah;

Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS:

Malelis Ulama Indonesia (MU Provingi DI Jakarta;
KONI Pravinsi DK| Jekartx

KNPl Provinsi DKI Jakarta: dan

PM Provinsi DK] Jakarta
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Bagan Kedua
Lingkup KotaKabupaten Administrasi
Pasal 4
Sumber Arsip inaktit Lingkup Kota dan Kabupaten Administrasl, meliputi:

a. Walikota, Bupatj, Wakil Wallkota, ‘Wakil Bupati dan Sekretaris Kota dan
Kabupaten Administrasi:
b. Sekretaria Kota dan Kabupaten Admiristrasi:
¢ Asisten Kofa danKabupaten Administrasi;
d. Sulu Dinas;
e Lembaga Teknis Lingkup Kota dan Kabupaen Administrasi
f Dewan dan Organisasi Li Kota dan Kabupaten;
g Instansi Vertikal Lingkup dan Kabupaen;
h Kstamatan; dan
I Kelurahan,
Pasd 5
{1) Sumber Arsip Inakif pada Asisken Kota dan Kabupaten Administrasi,
meli puti:

a Asisten Pemarintahary

b. Asisten Perekonomlan dan Administrasi;

C. Asisten Perrbangunan dan Lingkungan Hidup; dan
d Asisten Kesejahteraan Masyarakat.

(2) Sumber Arsip Ihakiif pada Sekrotariat Kol dan Kabupaten
Administrasi, meliputi;

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian ‘Hukum

Bagian Ketatalaksanaan:

Bagian ‘Umum dan Protokot

Bagian Perekonomian;

Bagian Keuangan;

Bagian Prasana dan Sarana Kota;

Bagian Tata ‘Ruang dan Lingkungan Hidup;
Bagian Kesejahkerasn Sosiat dan

Bagian Penddkan dan Menta Spiritual,
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Sumber Arsip inaklif pada Suku Dinas, meliputi:

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipit

Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
Suku Dinas Komunikasi, informatika dan Kehumasan;
Suku Dinas Koperasi Usaha Miko, Kecil dan Menengah dan
Perdagangan;

Suku Dinas Petindustrian dan Enargt

Suku Dinas Pertanian dan Petemakary

Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan,

Suku Dinas Pelemakan, Perikanan, dan Kefautan;

Suku Dinas Kelautan dan Pertarfan;

Suku Dinas Patiwisata dan Kebudayaan;

Suky Dinas Perhubungar

Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

Suku Dinas Pekerjaan Umum;

Suiku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintzh Daerah,
Suku Dinas Tata Ruang;

Suku Dinas Pengawasan dan Penertban Bangunar;
Suku :‘Dinas Pertamanan dan Pemakaman

Suku ‘Dinas Kebersihan

Suku Dinas Sosial;

Suku Dinas Pendldikan Dasar;

Suku Dinas Pendidikan Menengah;

Suku Dinas Kesehatan;

Suku Dinas Olahraga dan Pemuda; dan

Suku Dinas Pelayanan Pagac.
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Sumber  Arsip haktif pada Lembaga Teknis Kota/Kabupaen
Administrasl, meliputi:

Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi:

Kantor Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupatan Administrasi:
Kantor Kepegawaian KotaKabupaten Administrasi;

Kantor Kesauan Bangsa dan Politik Kota/Kabupaten Administrasi
Kanter Pengelola. Linglungan Hidup Kota/Kabupaten Administrasi:
Kartor ‘Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan- KB
Kota/Kabupaten Administrasi; dan

Kantor Perpustaaan dan Assip Kota/Kabupaten.

Sumber Arsip haldf pada hstansi  Vertikal Kota/Kabupaten
Administrasi antam lain melipt -

a KantorKementerian Agama Kota:
b Kantor Kementerian Hulum dan HAM Kotz dan
c. Komisi Pemilihan Urnum: Kota/Kabupaten (KPUK).

Sumber Arsip Inakiif pada Dewan dan Organisasi Lingkup Kota/Kabupaten
Administrasi, artara lain:

P RO
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a Dewan Kota dan Dewan Kabupaten Administrasi; dan
b, KONIKota dan Kabupaten Administras:.

Sumber Arsip Inakiif di Kecamatan, melipufi:
a Camat:

h  Kecamatan, dan
¢ Kartor Urusan Agama (KUA).



(8) Sumber Arsip Inaktil di Kehwrahan, meliputi:

a Lurzh:
b Keluraham dan
¢. Lembaga Musyawarah Kelurahan

Pasd 6
Sumber Arsip Lingkup Provinsi  dan Kota/Kabupaten Administrasi

sabagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampsai dengan Pasal 5 Ardp Inakdif
waib disarahkan kepada Kepsla BPAD atau Kepala KPAK

BAB I
BENTUK DAN JENIS ARSIP INAKTIF
Pasal 7
(1) Bentuk Arsip Inaktif ‘berupa:
a tekstual, antara lain berupa naskah tulls, ketik atau cetak
b. kartografi, amtara lain besupa peta, bagan dagram, pita kaset,
piringan, CD dan grafis lainoya; dan
G piktoral, antara lain berupa gambar, film, foto dan sebagainya.
(2) Berdasarkan proses pembusatan, Arsip Inakif berupa :
a asit
b tembusan
¢ salinanffoto kopi: dan
d penggandaanfreproduksi.
BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 8

Ruang Lingkup Pengelolaan Arsip Inaktif dilakukan malalyi tshapan kegiatan
sebagai berikut ;

penataan danpemindahan:
penggunaan;

penyimpanan -danperawatan: dan
penyusutan.
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BAB V
PENATAAN DAN PEMINDAHAN
Pasal 8
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Pasal 10

Penataan Arsip Inaktif dilakukan untuk memudahkan kegiatan sebagai
berikut ;

a pemilahan/penyiangan menwut materi dan keadaan fisk arsp
sesual dengan Jadwal Retensi Arslp (JRA);

b restorasi dan pengelompokkan menunst kesamaan masalah dalam 1
(satu) berkas;

€. menghimpun Arsip sesus dengan urusan masalahnya salt sama

lain saling berkaitan;

mengiventarisasi isi berkas;

mengindels & berkas;

mengemas berkas ke dalam map dan boks

pelabelan; -«dan

pembuatan daftar pertelaan Arsip;

/R ™o n

Setelah dilakukan penatasn sebagaimana dmaksud pada ayat {1,
dibuatkan Berita Acara Pemindahan yang ditandatangani oleh Kepala
SKPD dan Kepata BPAD.

Pasal 11

Arsp nkatif diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Kepda BPAD ata
Repala KPAK.

Panyershan Arsip haktif sebagdmana dimaksud pada ayat (1),
dbuatkan Berita Acara Penyerahan Arsip Inaktif

Bentuk Berita Acara Penyerahan Arsp inaldif dan Daftar Panyerahan
Arsip Inaldif sebagaimana dimaksud pada aya (2), tercantum dalam
Lampiran |a dan Lampiran Ib Peraturan Gubemur ini

BAB VI
PENGGUNAAN
Pasal 12

Arsip Inakiif yang -diserahkan kepada BPAD, dikelola oleh BPAD atay
KPAK dan dapat digunakan untuk kepentingan keglatan pemerintahan,
peneliian, pendidikan, pengembangan ilmu pengelahvan dan teknologi,
serta penyebaran Informasi.

Panggunaan Arsip Inaktf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keutuhan
Arsip.

Pasa 13

Penggunaan Arsp Inakef sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,

dapat dilakukan «d ddam daniatau di luar Ungkungan Kanbr BPAD
atau KPAK.

Penggunaan Arsip inakif yang dilakukan di luar Lingkungan Kantor
BPAD atu ‘KPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat
dikukan atas dasar &in terbulls dari Kepaa BPAD aau Kepala KPAK.



(3) Untuk memperoleh &in penggunaan Arsip  haklif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pemohon menpyanpaikan toriebih dahub Surat
Permohanan Tertulis kepada Kepaa BPAD atay Kepala KPAK

(4) Kepala BPAD atai Kepala KP AK wagb memberikan jawaban atas
permohonan  penggunaan Arsip Inakti sebagaimana dimaksud pada
Iar{;agzt if{ ), berupa pemberian aau psnolakan IZin Penggunaan Arsip

(5} Dalam hal lzin Penggunaan Arsip nakiif diblak sebagaimana dimaksud
pada ayat {4), Kapala BPAD atay Kepata KPAK harus memberikan
alasan penolakannya.

(6) Ketentuan lebih fanjut mengenai petunjuk teknis [zh Penggunaan Arsip

Insktil -se hagai m anadi maksud pada ayat (2), ayat (3}, ayat {4) dan
ayat (5), -ditetapkan :Kepala BPAD. ) ¥

Pasal 14
Kepala BPAD atau Kepala KPAK wadib menghentikan penggunaan Arsip
Inakiif apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan permohonan zin
pengguraan Arsip hakdtif.

BAB Vi

PENYIMPANAN DAN PERAWATAN

Pasal 15
Pg nyimpanan dan Perawatan Arsip Inaktif menjadi tanggung jawab Kepala
BPALY atau Repala KPAK. °

Pssal 16
Penyimpanan Arsip iInaktif ;mhagaiména dimaksud dalam Pasal 15,
dilakukan sesuai persyaratan tempat dan tata cars Penyimpanan Arsip,

Pasal 17

(1) Perawatan Arsip iInaktif sabagamana dimaksud dalam Pasal 15,
dilakukan melalui psicegahan dan restorasi terhadap kerusakan Arsip.

{2 Pencegahansebagai mana dimaksud pada t (1), ditujukan kepada
kanm‘g?ﬁsik:dan informasi yang dikandung dalaayr: J{rg‘p Ingktif.

(3) Restorasi sebagdmana dimsksud pada a 1), ditujukan terhada
kondisi ﬁsikArsi% naktif yang mengdami keﬁratsasta)n l g

Pasal 18

Kegiatan Pencegahan -sebagaimana dimaksud delam Pasal 17 ayat (2)
dilakukan dengan-cara:

menyeloksi -dan membersitikan tisik Arsip;

mendokumentasikan informasi yang dkandung;

menskernlkan dari perusak Arsigx

merestorasi Arsip yang kondisi fisik mengalami kerysakan;

menyimpan Arsip inaktif:

;nengontml tempa penyimpanan dan kondisi fisik Arsip secara berkala:
an

tindakan Jainyang diperlukan dalam Perawatan Arsip Inaktif.

"o OODOR

©2




Pasal 19

() Restoras| sebagaimana dimeksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan
dengan tahapan sebags berikut

a. mencatat kerusakan kondgsi fisik Arsip Inaktif; dan
b. memperbaiki kondisi fisik Arsip yang mengalami kerusakan.

(2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada aya (1), diakukan dengan
memperhatikan keutuhan informasi yang dikandung dalam Arsip Inaktif.

Pasal 20

Ketentuan lebih Janjut mengenai petunjuk eknis Penyimpanan dan
Perawatan Arsip Inaktif, ditetapkan oleh Kepala BPFAD,

BAB VNI
PENYUSUTAN
Pasal 21

(1} Penyusutan Arsip Inaktif dilakukan oleh Kepala BPAD melalsi kegiatan
pemusnahan sesual dengan Jadwal Rekensi Arsip {JRA),

(2) Kegiatan Pemusnahan Arsip Inakiif sebagaimana dimaksud pada ayat (),
bertujuan untuk menghilangkan |dentitas Arslp Inaktif yang sudah tidak
mempunyai nilai guna dandatau  telah melampaui  jangka waktu
penyimpanan .

Pasal 22

(1} Kepaia BPAD atas nama Gubemur membentuk Paniia Pemusnahan
Arsip nakilf, yang keanggolaannya terdri dari unsur SKPD/UKPD
terkait dan Pencipta Arsip bevsangkutan.

{2) Dalam -setiap melakukan ugas Pemusnahan Arsip Inaktf, Panitia
Pemusnahan Arslp haktif sebagamana dimalsud pada ayat (1),
disertai dengan Surat Tugas.

(3} Bentuk Surat Tugas sébagdmana dimaksud pada ayat (2), tercantum
dalam Lampiren I Perturan Gubemur ini.

Pasal 23

(1) Panitia Pemusnahan Arsip Inakiif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
tugasnya:

2. melakukan :penilaian dapat atau ticak Arsip Inakiif dimusnahkan;

b memberikan pertimbangan atas Arsip Inaktif yang akan dimusnahkan;
dan

G melakukan :peneltlan atas fisik Arsip Inaktif bila kesuktan dalam

melakukan ppenilsian Arslp Inaktif,
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(2} Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat {1),
Panitia Pemusnghan Arsip Inaktf mempunya fungsi:

a membuat daftar perielaan Arsip naktlf yang dapat dimusnahkan dan
¥dak dapat dimusnahkan;

b. membug daftar pertetsan Arsip nakiif berila acara penilaian Arsip
haktif: dan

¢ menyerahkan daftar pertslean Arsip Inaklif dan berita acara
penilaian Arsip inaldit kepada Kepaia |

3} Bentuk Format Daftar Perietaan Arsip inaldl dan Daftar Pattelaan Arsip
inaldif sehapaimana dimaksud pada ayat (2, tercantum dalam Lampiran
dan Lampiran N .2-dan Lasnpiran 1V b Peraturan Gubesmus ini.

Pasal 24

{1) Kepala BFAD membarkan persetujuan terhadap Arsip Inakiif yang
telah dinilal Panifia Pamusnahan Arsip sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23, untuk dmusnalikan.

(2) Bentuk format Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
‘tencantum dalam Lampiran V a dan Lampiran Vb Peraturan Gubsmur ini
Pasal 25
(1) Kepala BPAD melakukan Pemusnahan Arsip nakil
dirajang,

dengan caa
dibakar atas dihancurkan secara kimiawi, dengan disaksikan
sBkurang-kLrangnya 2 (dua) orang anggeta Panila Pamusnahan Arsip

(2) Pelaksanaan Pemusnahan Argip Inakif aimana dimaksud pada
ayat (1), dlengkapi dengan Berita Acan. seria Daftar Pertelaannya.
Kepala BPAD waiib memmmw Pemusnahan Arsip

Inaktif kepada Gubsemur 5 meiahi Sekretarns
BAB IX
PEMBRNAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27
(1) Kepaa BPAD dan Kepala KPAK berkewajiban membira dan
mengawas! pelaksanaan pengelolaan Assip hekdif sesua  dengan
kngkup tugas dan fungsinya.
{2} Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditaksanskan melalui;
2 bimbingan teknis;
b konsuhast,
G penyuluhan, dan
4. pendidikan dan petatihan.

ngaﬂmsm sebagaimana dimaksud pada aya (1), dilaksanakan
melalui kegiatan supervisi pemantauan .dan pengendalian




(1)

(2)
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Pasal 28

Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Kepala KPAK, wajib
dilapcrkan kepada Kepaly BPAD dan Wallkota/Bupati bersangkutan,

Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan Kepala BPAD
selanjutnya dilaporkan kepada Gubsmur melaki Sekretaris Daerah.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Biaya vang diperlukan untuk metakukan penatasn den pemindahaan Arsip
Insktif yang -dilakukan -oleh Pencipta Arsip Inaklif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 sampai Pasd 5, menjadi tanggung jawab pencipta Arsip
bersangkutan.

(N

(2)

Q)

(2)

Fasal 30

Biaya yang diperukan untuk melakukan Penyimpanan, Perawatan dan
Fenyusutan Arsip haktif Lingkup Provinsi dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belahja Daerah dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran-(DPA) BPAD,

Biaya yang diperukan untuk melakukan Penyimpanan, Perawatan dan
Penyusutan Arsip Inaktif Lingkup Kota dan Kabupaten Administrasi
dibebankan pada Anggaran Pendapatah dan Belanja Daerah dalam
Dokumen ‘Pelaksanaan Anggaran (DPA) KPAK,

BAB Xi
PEMEERIAN NSENTIF
Pasal 31
Kepada Petugas danfatau Arsiparis  yang ditugaskan  dalam
pengelolaan Arsip inakiif diberikan hsentif sesua dengan beban
tugasnya :dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mangenal Pembesian Ipsentif Petugas atau

Aarsipatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dtetapkan oleh
Gubernur.




BAB Xl
KETENTUAN PENUTLP

Pasal 32
Pada saat Peraturan Gubemwr hi muls beraku, Keputusan Gubernur
Nomor 529 Tahun 1097 tentang Prosedur Pemusnahan Arsip/Dokumen
Inaktif Pemeriniah ‘Daerah (Qusus bukola Jakarla, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Fazal 33
Peraturan ‘Gubsmur ini mulai bedsky pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memenintahkan pangundangan Peraturan
Gubermnur ni dengan penempatannya delam Berita Daemh Provinsi Daersh
Khusus lbukota .Jakarta,

DRetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 201D

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKQTA JAKARTA,

Diundangkan d Jakarta

pada tanggal

10 Met 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

b

MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA

TAHUN 2010

NOMOR 95




Lampiranla : Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus
bukota Jakarta

Nomo 90 TAHUN 2010
Tahun 7 April 2010

BERITA ACARA PENYERAHAN ARSIP INAKTF

NOMOR. ..o o s
Pada hari ini tanggal ................ bulan ...........__. tatun ...... . kami yang bertanda
tangan di bawah ini:
1.. Nama LI T - U frmnaiaadir fadahimrr S > (9 -
Instansi et s rr e et ot oo
Jabatan v s s tmn e
NIP
dalam hal ini  berindak  atas hama dan untuk  SKPD/UKPD/instansi
T -, YANG Solanfutnya disebut PHAK PERTAMA.,
2. Nama e exceey s eiairee oo e
Jabatan s et ca s e es avrman e o oo s
NIP D eeenes .

e e Rt T L o e

dalam hal inl bertindak atas nama dan untuk Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah/
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota/Kabupaten ......................
yang selanjutnya dissbut PIHAK KEDUA.

Menyatakan telah mangadakan serah ‘terima Arsip naktif sebagaimana tercantum

dalam Daftar Penyerahan Arsip Iraktif unduk diserahien kepada Badan Perpustaksan dan

Arsip DaerabvKantor Perpustakaan dan Arsip Kotaabupaten ... ...
Yang Menyerahksn, Yang Menerima
Pihak Pertama, Pihak Kedua,
e N

‘GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUS US
BUKOTA JAKARTA,




Lampiran Ib

90 TAHUN
7 April 2010

2010

DAFTAR PENYERAHAN ARSIP INAKTIE

Peraturan Gubermur Provinsi Dasrah Khusus
bukota Jakarts

Nomor
Tahun

DARE o ieccieeeeeeseenenn - (SKPD/UKPD/Instansi)
KODE MASALAH | 'NOMOR JANGKA | PANJANG
No. | POKOK sUB DAN | BENTUK | WAKTU JAJAR KET.
TGL
: (Thn) (m}
(1) (2 3 {4} {8t (€) (7) {8}

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSLS

IBUKDTA JAKARTA,

FAUZ &

———




Lampiranl : Peraturan Gubsemur Provinal Daersh Khwsus
bukota Jakaria

Nomor 9 TAHUN 2010
Tahun 7 April 2010

SURAT TUGAS

Berdasarkan Peraturan Gubemur Nomor ..... OO Tahun ... Ceree e . lentang
Pengelolaan Arsip haktif, dengan ini Kepala BPAD Provinsi DKI Jekarta !

Kepada T it eann, SADAGHT Ketua

e it et sebagai Wakil Ketua
3o e eer tumreeraee by re e e oaanrn sebagai Sekretails
4 arevainrebbanaerranresaen oemeeeemenees | SADEGAT Anggofa
S - . sebagal Anggota
B, et e e e e ne e ver e aner e e sebagal Anggota
r A . sebagal Anggota
Untuk : a memberikan penildan dapat atau lidaknya suaty Arsip nakiif dimusnahlcan;
b ‘membuat Caftar Pertetaan Arsip Wakiif yang dapat dimusnahkan dan tidak

dapat dimusnabkan;
¢ membuat Berita Acara Penilaian Arsip nakdif;

d menyerahkan Daftar Pertelaan Arsip haklf dan Berdta Acara Penllaian
Arsp hakiif kepada Kepda BPAD; dan
e membuat Berita Acara Pemusnahan Arsip Wnaktif

Surat tugas il berlaku mulai tanggal ..o sampal-dengan ................. porannes

Tugas i uniuic dilasksanakan dengan sebaiibalknya dan penub tanggung jawab.

Dikeluarian < Jakaets
pada tanggal

KEPALA BADAN PERPLISTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PROVINS! DKI JAKARTA,

WA A SEL N R A Y -

i =

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS
A JAKARTA,




Berdasarkan

.1.|

10.
11.

12.

13

14.

15,

16.

1.

Lampiran B : Peraturan Gubermur Provinsi Dasrah Khusus
Mukots Jakaria

Momor
Yahuwn

BERITA ACARA PENILAIAN ARSIP INAKTIF

Undang-Undang ‘Nemear 7 Tabun 1971 tenteng Ketentuan-ketertuan
Pokok, Kearsiparn,

Undanpindang Noimor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
Daersh:

Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraluran
Penmdang-undangan,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 entang Pemerintah Daerah

sebagaimana ielah beberapa kal diubsh terakhic dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008,

Untiamg-Urndang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsd
Daerah Khusus fbukota Jakarta sebagai Toukoto Negeva Kesatuan

Repubiik. :

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tehun 1979 tentang Penyusutan Assip;

Peraturan Pemeriniadh  Nomor 87 Tahun 1998 tentang Tata Cara
Penyerahan dan Pemusnahan ‘Dokumean Perusahaan;

Perauran Presiden Nomor 40 Tatun 2006 tentang Tunjangan Jabatan
Fungsionad Assiparis dan Pustakawan,

Keputusan Presiden Nomor 105 Tatwn 2004 tentang Pengelolaan Arsp
Statis;

Paraturan Daerah ‘Nomor 1 Tahun 2007 teitang ‘Pengelotaan Kearsipan,

Peraturan Daerah Nomor § Tahun 2007 tertang Pokok-pokok
Pengeloman Keuangah Daeraly

Eefa;ﬂ-an Daervah Nomor 10 Tahan 2008 tentang Organisasi Perangkat
ferah;

Perauran Gubamur MNomor 24 Tahun 2005 tendang ‘Pedoman

‘Pendosiran Arsip/Dokumen Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Daerah Khusus foukota takaria

Feraluran Gubemuw Nomor 73 Tabwen 2005 tentang Wafib Sserah Arsip
Dolumen Daerah;

‘Peraturan Gubemur Nomor 74 Tawm 2008 tenkang Pembakuan

Peraturan Gubemur Nomor _ Tahun .. tentang Organisssl dan Tata

'Kerja Badan Perpustakaan den Arsip Daerah;

Peraturan Gubemur Nomor .. Tahun .. tentang Pengelolaan Arskpy
nakiif;

e —r




18. Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pola Administrasi
Kearsipan den Dokomerntas! Pemedimah Daerah Khusus lbukoia
Jakarta:

18, Keputusan Gubemur MNomor 485 Tahun 1994 entang Klasifikesi
Kearsipan Pemerintah Propinsi Daarah Khusus fbukota Jakarna;

20, Keputusan Gubermur Nomor 352 Tahun 2004 tentang Kode Klasifkasi
dan Tata Cara Penympansn Assip Pemerintah Propinsi Dasrah Khusus
Ibuiota Jakarta;

21. Kepulusan Gubemur Nomor 1379 Tahwn 2004 tertang Tata Cara
Ponyusutan dan Daflar jadwal Relensl Arsip Pemerintah Provinsl
Daerah Khusus Thukota Jakarta;

22 Swat Tugas Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DG

Jakarta Nomor ................ ST AN e :

Pada hari ini ... tangpal ..o - bdan
tEhun e yang berlanta tangan & bawm i Paniéia Parrmsnahan Arsip Inakiif, setalah
mendapat lugas dar Kepala Badan Perptmm dan Arsip Deergh Provinsi DK) Jakari
Nomor . tanggal ..o RURRPSEOOR ' T | BN coerer. RSN

malakﬂanakan Penllaian can Pertmﬁmgan Araap Inatif  sosus dengan Daftar Partelaan
sebagaimana larmuat dalam Lampran.

Arsip Inaklf yang dinilsl herdasarkan nilai guna Assip sesual dengan Daftar
Jadwal Retenst Arsp (JRA) wiah dapat dimusnahkan

Berka Aceara ini dbuat masing-masing:

1 Lambaran Pertama (ask) untuk Badan Perpustgkaan dan Arslp Daerah (BPAD);
2 Lembaran Kedua Panftia Pemusnahan Arsig dan

3 Lembarsn Ketiga, Pencipta Arsip Inaklif bersangkutan.

R




Lampiraniv b:

Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus
bukota Jakarta

Nomor 90 Tahuw 2010
Tahur 7 Aprir 2010

DAFTAR PERTELAAN ARSIP INAKTIF

YANG DAPAT DWIUSNAHKAN

Masalah

Tahun

Jumiah Boks/Berias Keterangan

L

{2}

(3

[4) {5) {6}

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
[BUKIT A JAKARTA,




Lampiran(V a: Peraturan Gubeamur Provinsi Daerah Khusus
bukota Jakarta

Nomor 90 TAHUN 2010
Tahun 7 April 2010

NOTA PERSETUJUAN
NOMOR ... R

Berdasarkan ketentuan Penyusutan/Pemusnahan Arsip sebagaimana diatur datam
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1970 lenfang Peryusutan Arsip, Peraturan Daersh
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kearsipan, Keputusan Gubemur Nomor 1379
Tahun 2004 tentang Tata Carg Penyusutan dan Daftar Jadwal Rewgnsi Arsip  Psmwerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubemur Nomor ...

Tahun ......... tentang Pengelolaan Arsip Inakiif, hasil penildan dan perfimbangan Panifia
Pemusnahan Arsip haktif sebagaimana temuat dajam Berita Acara Penildan Ardp Inakéf
tanggal ... Nomor ..o bullan .. e tahun ... .
dengan ini menyatakan bahwsz Arsip Inaktif sehagaimana termust dalam Lampiran, asal
ATSID et daam rangka pelsksanaan tugas atau wusan ....................
tahun ............. dapa dimusnahkan. '

dakarta, ..o e

KEPALA ‘BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
PROVINSI DIt JAKARTA,

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
BUK?TA JAKARTA,

L



Panitia Pemusnahan Arsip Inaktif

L e U RO )
2 e SO SR )
B v ——— S e reriraran )
4 ., FUR (ersemer eomr cevenesssemesrersss s seeeeseon, ]
5 . S (o )
Bl vt e . ) )
T e e (et oo )

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
BUKQTA JAKARTA,




Berdasarkan

10.

1.

12.

13.

14.

15.

18.

Lampiran V a-  Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
bukota Jakarta

Nomor
Yahun

BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP INAKTIF

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan

Pakok. Kearsipan;

Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1997 teritang Dokumnen Perusahaan
Daenh;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tertang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan:;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 entang Pemerintah Daersh
sebagaimana {olsh bebempa kali diubsh, terskhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 29 Tahuri 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Dasrah Khusus bukota Jakarta sebaga lbukota Negara Kesatuan
Republk indonesia;

Pereturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tanfang Penyusutan
Areip;

Peraturan Pemeriniah Nomor 87 Tahun 1999 tertang Tata Cara
Penyerahan dan Pemusnahan Dokymen Perusahaan;

Peratur:an Presiden Nomor 40 Tahun 2008 tartang Tunjangan Jabatan
Fungsional Argiparis dan Pustakawsan;

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengedolagn Arsip
Statis;

Paraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 entang Pengelolaan
Kearsipan;

Peraturan  Daersh Nomor § Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerak

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Gubemur Nomos 246 Tahun 2005 ®ntang Pedoman
Pendosiran Arsp/Dokumen  Daerah di Lingkungan  Pemerintah
Provinsi :Daerah Khusus Ibkota Jakartz

Peraluran Gubernur Nomor 79 Tahun 2005 tentang Wajib Sersh Arsp
Dokumen Daerak;

Peraturan Gubemur Nomor 74 Tehun 2008 tentang Pembakuan
Prasarana dan Sarana Kearsi

Peraturan Gubemur Nomor .. Tahun _ tentang Pengelolaan Arsp
naktif;



17. Keputysan Gubemusr Nomor 1 Tahun 1976 tentang Pola Administrasi
Kearsipan dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Khusus toulola
Jakanta;

18. Kepunsan Gubemwr Nomor 485 Tahun 7994 entang Klasifikasl
Kearsipan Pemerintah Propiesi Deemh Khueus thuokota Jakara)

19. Keputusan Gubemur Nomor 352 Tahun 2004 tertang Kode Klasifikasi

dan Tata Cara Penyimpanan Arsip Pemerintah Propinsi Dacreh Khusus
ibukota Jakarta;

20. Keputusen Gubemur Nomor 1379 Tahun 2004 tentang Tata Cora

Ponyusutan dan Daftar Jadwd Retensi Arsip Pemerintah Propinsi
Daerah Khusus bukota Jakarta:

21, Sual Tugas Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daersh Provinsi

DA Jakarta Nomor ..._.......... vevees TARUA (o
Pada hat i . eerepesat . tanggal .. . bulan ..
tahun ..o yang tertands tangm ‘& bawah ni Panitia Penmahan Arﬂp hﬂkﬂt
setelah mendapat tugas Cari Kepata Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsl DKI
Jakarta Nomor ........ TR tanggal _........ccoeee. DB v BN e
elah melaksanskan pamusnahan Arsh hakiif dan ............ revemnenerens. Masgiahiorusan
ORI iimenesasninasiaee tahun ............ aebanyalr. ............... sasuul dengan Daftar

Parhlaan Pﬂmusnahun Arsip Inaklif sebagaimena termual delam Lampiran. Pamusnahan
dilakukan dengan cam _.............cooeeiieninnns

Barta Acars ini dibuat masing-masing

4, Lembaran Pertama (asli) untuk Badan Perpustakasn dan Arsip Daerah (BPAD),
5. Lembaran Kedus, Panitla Permusnshan Arsipy dan

6. Lembaran Ketiga, Pencipta Arsip inaktif bersangkutan.

Jam: ------------ Fammamwr -
Ketua Paniti,
NP e

GJBERN‘UR PROVINSI DAERAH KHUSUS
' A JAKARTA,




Lampiran V b

Peraturan Gubemur Provinsi Daerah iKhusus
ibukota Jakarta

Nomor
Tahun

90 TAHUN 2010
7 April 2010

DAFTAR PERTELAAN PEMUSNAHAN ARSIP INAKTIF

No.

Masalah

Tahun

Jumiah

Boks/Berkas

Keterangan

)

i2}

(3)

]

{5}

(6)

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKART

/

A,




